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	Proposal
	BAB I
	PENDAHULUAN
	1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan anak di Indonesia adalah faktor kemiskinan, ketidaktersediaan lapangan kerja, perubahan orientasi pembangunan dari pertanian ke industri serta krisis ekonomi. Faktor kemiskinan memiliki identifik...
	2. Upaya-upaya yang harus diterapkan untuk mengatasi terjadinya perdagangan anak/trafiking adalah dengan cara meningkatkan pengawasan orang tua terhadap anak dan memfungsikan kepolisian untuk mengantisipasi terjadinya perdagangan anak.
	1. Penangkapan Pelaku Kejahatan tindak pidana perdagangan anak
	2. Penahanan Pelaku Kejahatan tindak pidana perdagangan anak


	B. Saran

	1. Pemerintah Indonesia diharapkan secepatnya menetapkan standar minimum pembasmian perdagangan orang. Selain itu, harus mulai menggunakan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan Orang pada praktek-praktek perda...
	2. Adanya perbaikan kinerja pengadilan, pendakwaan dan penjatuhan hukuman atas kasus-kasus perdagangan buruh, termasuk yang melibatkan agen-agen perekrutan buruh. Memeriksa kembali Nota Kesepahaman dengan Negara-negara yang menjadi tujuan perdagangan ...
	3. Perlu peningkatan upaya untuk mengadili dan mendakwa pejabat publik yang menarik keuntungan dari atau terlibat dalam perdagangan orang.Meningkatkan pendanaan bagi upaya penegakan hukum dan menyelamatkan, memulihkan, dan mengintegrasikan para korban.
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